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Abstrak: Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik masih menjadi perdebatan 

dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Perbedaan pandangan muncul antara ulama 

klasik yang cenderung membatasi kepemimpinan politik perempuan dan ulama 

kontemporer yang lebih menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan 

dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi politik perempuan 

dalam perspektif fikih siyasah dan maqashid syariah, serta menelaah relevansinya dalam 

konteks hukum tata negara modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan maqashid syariah 

melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan 

kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi politik perempuan dalam 

Islam bersifat ijtihadiyah dan tidak dapat dipahami secara tekstual semata. Dalam 

perspektif fikih siyasah klasik, sebagian ulama membatasi kepemimpinan perempuan 

pada jabatan tertentu dengan mendasarkan argumentasi pada hadis dan struktur sosial 

patriarkal masa lalu. Namun, pendekatan maqashid syariah menempatkan kemaslahatan, 

keadilan, kompetensi, dan kemampuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai 

dasar utama legitimasi kepemimpinan. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern 

juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dalam menjalankan 

jabatan publik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepemimpinan politik perempuan 

dapat diterima sepanjang mampu mewujudkan tujuan syariat dan kepentingan 

masyarakat secara luas. Penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi hukum Islam 

terhadap kepemimpinan perempuan perlu dilakukan secara kontekstual agar selaras 

dengan prinsip keadilan dan dinamika sosial kontemporer.  

 

Kata Kunci: Legitimasi Politik, Kepemimpinan Perempuan, Fikih Siyasah, Maqashid 

Syariah 

 

Abstract: Women's leadership in public office remains a subject of debate within 

contemporary Islamic legal discourse. Differences of opinion arise between classical 

scholars, who tend to restrict women's political leadership, and contemporary scholars, 

who emphasize the principles of justice, public welfare (maslahah), and equality within 

Islamic law. This study aims to analyze the political legitimacy of women from the 

perspectives of fiqh siyasah and maqashid al-shariah, as well as to examine its relevance 

within the context of modern constitutional law. The research employs a normative legal 

method using conceptual and maqashid al-shariah approaches through a literature 

review of classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that 

the political legitimacy of women in Islam is an issue of ijtihad and cannot be understood 

solely through a textual interpretation of religious sources. From the perspective of 

classical fiqh siyasah, some scholars limit women's leadership to certain positions based 

on hadith and the patriarchal social structures of earlier societies. However, the 
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maqashid al-shariah approach places public welfare, justice, competence, and the ability 

to promote societal well-being as the primary foundations of leadership legitimacy. 

Developments in modern constitutional systems also demonstrate that women possess 

equal capacity to hold public office and govern effectively. Therefore, women's political 

leadership can be accepted as long as it contributes to the realization of the objectives of 

Islamic law and serves the broader interests of society. This study emphasizes that the 

reinterpretation of Islamic law regarding women's leadership should be conducted 

contextually to align with the principles of justice and contemporary social dynamics. 

 

Keywords:  Political Legitimacy, Women's Leadership, Fiqh Siyasah, Maqashid Al-

Shariah. 
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PENDAHULUAN 

Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik merupakan salah satu isu yang terus 

menjadi perbincangan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih siyasah dan 

hukum tata negara kontemporer. Perkembangan sistem politik modern yang memberikan 

kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 

telah mendorong munculnya berbagai kajian mengenai legitimasi perempuan dalam 

kepemimpinan politik. Di satu sisi, sebagian ulama klasik berpendapat bahwa kepemimpinan 

politik merupakan wilayah laki-laki berdasarkan interpretasi terhadap beberapa ayat Al-

Qur’an dan hadis Nabi saw., terutama hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan 

beruntung apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (Bin Baz, 1995; Al-

Utsaimin, 2004). Di sisi lain, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer 

memandang bahwa teks-teks tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan 

mempertimbangkan perubahan sosial dan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada 

keadilan dan kemaslahatan (Al-Buti, 1996; An-Na’im, 2008). 

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan semakin relevan di tengah 

perkembangan masyarakat modern yang menempatkan perempuan sebagai bagian penting 

dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya dalam memperoleh akses 

terhadap posisi-posisi strategis. Data yang dirilis oleh Pew Research Center menunjukkan 

bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan kepala negara maupun kepala pemerintahan 

masih relatif rendah dibandingkan laki-laki, sementara dalam sektor bisnis perempuan juga 

masih menduduki persentase kecil pada posisi eksekutif dan pimpinan perusahaan (Pew 

Research Center, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan 

perempuan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh 

konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. 

Dalam konteks Islam, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sering 

dikaitkan dengan penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 34 yang memuat istilah qawwamun. 

Para mufasir klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Kathir memahami ayat tersebut dalam kerangka 

sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga karena tanggung jawab 

ekonomi dan sosial yang mereka emban. Namun, sejumlah sarjana kontemporer berpendapat 
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bahwa konsep qiwāmah harus dipahami secara kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar 

untuk menolak kepemimpinan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan publik (Lutfiyah 

& Diyanah, 2022; Muhammad Firman Dwi Febrianto & Nasrulloh, 2024). Pendekatan 

hermeneutik yang dikembangkan oleh Amina Wadud juga menegaskan bahwa ayat-ayat Al-

Qur’an mengenai relasi gender harus dipahami berdasarkan konteks historis dan tujuan 

universal syariat yang menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan manusia (Junaedi et al., 

2019). 

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya 

reinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan perempuan melalui pendekatan maqashid 

syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan 

kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

ukuran utama dalam menentukan kelayakan seorang pemimpin bukan terletak pada jenis 

kelaminnya, melainkan pada kemampuan, integritas, keadilan, dan kontribusinya dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mohamed El-Tahir El-Mesawi, 2020). Nasaruddin 

Umar bahkan menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak memberikan larangan eksplisit terhadap 

perempuan untuk menjadi pemimpin, sehingga berbagai bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan dalam ruang publik perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip keadilan dan 

maqashid syariah (Sakdiah, t.t.). 

Dalam perspektif fikih siyasah, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang 

bertujuan menjaga agama, mengatur kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan 

umum. Al-Mawardi menjelaskan bahwa syarat utama seorang pemimpin adalah memiliki 

keadilan, kemampuan intelektual, integritas moral, serta kapasitas untuk menjalankan 

pemerintahan secara efektif (Al-Mawardi, 1996). Senada dengan itu, Ibn Khaldun 

menegaskan bahwa legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh status sosial atau 

keturunan, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin memperoleh dukungan masyarakat dan 

menciptakan stabilitas sosial-politik (Ibn Khaldun, 2000). Dengan demikian, prinsip-prinsip 

dasar fikih siyasah sesungguhnya lebih menekankan aspek kompetensi dan kemaslahatan 

daripada persoalan gender semata. 

Di sisi lain, hukum tata negara modern mengakui prinsip kesetaraan dan non-

diskriminasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, 

prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap 

warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, 

Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

sebagai bentuk komitmen terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan 

peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan (Setyowati, 

2021). 

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan telah banyak dilakukan oleh para 

akademisi. Salah satunya adalah penelitian Bedong dan Ahmad (2018) yang mengkaji hadis-

hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Penelitian tersebut 

menekankan pentingnya memahami hadis secara komprehensif serta memperhatikan 

kapasitas dan kredibilitas perempuan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Namun, 

sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kajian normatif dan tekstual 
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sehingga belum banyak menyoroti rekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan melalui 

pendekatan maqashid syariah dalam konteks hukum tata negara kontemporer. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi 

politik perempuan dalam jabatan publik melalui perspektif fikih siyasah dan maqashid 

syariah. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan politik Islam serta 

menawarkan formulasi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern 

tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum Islam 

kontemporer sekaligus menjadi rujukan dalam mewujudkan sistem politik yang berkeadilan, 

inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library 

research). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman, 

penafsiran, dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan 

kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih siyasah, maqashid syariah, dan hukum tata 

negara kontemporer. Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data diperoleh melalui 

penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa kitab-kitab klasik, buku 

ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi lainnya 

tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif 

bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersifat 

deskriptif, sedangkan penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan 

berbagai sumber pustaka sebagai sumber utama data penelitian (Suprapto, 2022). 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari sumber-sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek 

kajian, seperti kitab-kitab fikih siyasah klasik, antara lain Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya 

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Abu Ya’la al-Farra’, serta literatur klasik dan 

kontemporer yang membahas kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, data primer juga 

mencakup dokumen hukum tata negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesetaraan 

gender, serta instrumen hukum internasional seperti Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Sementara itu, data sekunder diperoleh 

dari berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, tesis, buku-buku tentang maqashid 

syariah, gender dalam Islam, hukum tata negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan tema penelitian (Sugiyono, 2019). 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi. Teknik ini 

dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, menginventarisasi, dan mengkaji 

berbagai dokumen serta literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam 

jabatan publik. Data diperoleh dari perpustakaan, repositori digital, jurnal ilmiah bereputasi, 

buku-buku akademik, serta sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi dengan fokus 

penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif 

dan mendalam mengenai pandangan ulama klasik dan kontemporer, konsep maqashid 
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syariah, serta prinsip-prinsip hukum tata negara yang berkaitan dengan legitimasi politik 

perempuan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) 

yang dipadukan dengan analisis tematik. Analisis dilakukan secara sistematis dengan 

mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu kepemimpinan 

perempuan, fikih siyasah, maqashid syariah, legitimasi politik, dan hukum tata negara 

kontemporer. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dianalisis melalui proses 

perbandingan antara pandangan fikih klasik dan pemikiran Islam kontemporer, kemudian 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi. 

Tahap akhir analisis dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap berbagai sumber yang telah 

dikaji untuk merumuskan konstruksi konseptual mengenai legitimasi politik perempuan 

dalam jabatan publik berdasarkan perspektif fikih siyasah dan maqashid syariah. Dengan 

pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang 

komprehensif dan argumentatif mengenai rekonstruksi kepemimpinan perempuan yang 

relevan dengan perkembangan hukum Islam dan tata negara kontemporer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Legitimasi Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah 

Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan dalam fikih 

siyasah merupakan isu yang mengalami perkembangan pemikiran dari masa klasik hingga 

kontemporer. Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama menempatkan laki-laki 

sebagai pihak yang lebih berhak menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi (imamah 

kubra). Pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap QS. An-Nisa ayat 34 tentang 

konsep qiwāmah dan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari mengenai 

ketidakberuntungan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Al-

Mawardi (1996) memasukkan unsur laki-laki sebagai salah satu syarat pemimpin dalam 

konsep imamah, karena konteks sosial-politik pada masa itu masih menempatkan laki-laki 

sebagai aktor utama dalam pemerintahan dan peperangan. 

Namun demikian, hasil telaah terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa 

larangan tersebut tidak bersifat mutlak pada seluruh bentuk jabatan publik. Sebagian 

ulama klasik hanya membatasi perempuan pada jabatan kepala negara, sementara jabatan 

administratif, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik masih memberikan ruang 

partisipasi bagi perempuan. Dalam perkembangan fikih kontemporer, sejumlah ulama 

seperti Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Nasaruddin Umar, dan Abdullahi Ahmed An-

Na'im berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dapat dibenarkan sepanjang 

memiliki kapasitas, integritas, dan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Pendapat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang 

berorientasi pada jenis kelamin menuju pendekatan yang menekankan kompetensi dan 

tanggung jawab kepemimpinan. 

Dalam perspektif fikih siyasah, legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata 

ditentukan oleh faktor biologis, tetapi oleh kemampuan menjalankan amanah, 

menegakkan keadilan, menjaga stabilitas sosial, serta mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat 

memperoleh legitimasi apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam, 
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yaitu amanah (al-amanah), keadilan (al-'adalah), kemampuan (al-kifayah), dan orientasi 

pada kemaslahatan umat (maslahah 'ammah). Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa fikih siyasah memiliki ruang ijtihad yang memungkinkan 

penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks negara modern. 

 

B. Rekonstruksi Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Maqashid Syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah memberikan 

landasan yang lebih komprehensif dalam memahami kepemimpinan perempuan 

dibandingkan pendekatan tekstual yang semata-mata berfokus pada bunyi nash. Maqashid 

syariah menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, 

penilaian terhadap kepemimpinan tidak didasarkan pada identitas gender, melainkan pada 

sejauh mana kepemimpinan tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat. 

Dalam kerangka maqashid syariah, keberhasilan seorang pemimpin diukur 

berdasarkan kemampuannya menjaga lima tujuan pokok syariat (al-dharuriyyat al-

khams), yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh 

al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Jika seorang perempuan 

mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, maka tidak terdapat alasan 

syar'i yang kuat untuk menolak kepemimpinannya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, 

kepemimpinan perempuan dapat menjadi kebutuhan sosial apabila memiliki kompetensi 

yang lebih baik dibandingkan kandidat laki-laki. 

Pemikiran para sarjana Muslim kontemporer juga menunjukkan bahwa maqashid 

syariah dapat digunakan sebagai instrumen untuk merekonstruksi hukum Islam agar tetap 

relevan dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan, kesetaraan, dan penghormatan 

terhadap martabat manusia menjadi bagian integral dari tujuan syariat. Oleh karena itu, 

pembatasan kepemimpinan berdasarkan gender semata berpotensi bertentangan dengan 

prinsip kemaslahatan apabila menyebabkan hilangnya kesempatan bagi individu yang 

lebih kompeten untuk memimpin. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa maqashid 

syariah membuka ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 

kepemimpinan publik selama mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat. 

 

C. Relevansi Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Tata Negara Kontemporer 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum tata negara 

kontemporer memiliki kesesuaian yang signifikan dengan nilai-nilai dasar Islam 

mengenai keadilan dan kemaslahatan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, setiap warga 

negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa 

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai 

instrumen hukum nasional maupun internasional yang menjamin kesetaraan hak politik 

antara laki-laki dan perempuan. 

Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai persamaan hak warga negara 

tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, ratifikasi 

CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menunjukkan komitmen negara 

dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kehadiran 

perempuan dalam jabatan publik, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, menteri, 
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maupun presiden, merupakan bukti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah 

memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik perempuan. 

Dari perspektif hukum Islam kontemporer, perkembangan tersebut dapat dipahami 

sebagai bagian dari dinamika ijtihad yang berupaya mengharmoniskan nilai-nilai syariah 

dengan kebutuhan masyarakat modern. Kepemimpinan perempuan tidak lagi dipandang 

sebagai persoalan gender semata, melainkan sebagai persoalan kapasitas, profesionalisme, 

dan kemampuan mewujudkan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep 

kepemimpinan perempuan melalui pendekatan fikih siyasah dan maqashid syariah dapat 

menjadi jembatan antara tradisi hukum Islam dan prinsip-prinsip konstitusional modern. 

Dengan pendekatan ini, legitimasi politik perempuan dapat diterima sebagai bagian dari 

upaya mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan hak warga negara, serta kemaslahatan 

umum yang menjadi tujuan utama syariat Islam dan negara hukum modern. 

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam 

jabatan publik memiliki dasar legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari 

perspektif fikih siyasah, maqashid syariah, maupun hukum tata negara kontemporer. 

Perbedaan pandangan yang berkembang dalam literatur Islam lebih banyak dipengaruhi 

oleh konteks sosial dan historis daripada larangan normatif yang bersifat absolut. Oleh 

karena itu, rekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan perlu diarahkan pada prinsip 

kompetensi, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kepemimpinan 

perempuan dalam jabatan publik merupakan persoalan yang masih menjadi perdebatan 

dalam kajian fikih siyasah, namun tidak terdapat kesepakatan mutlak yang melarang 

perempuan menduduki posisi kepemimpinan publik. Sebagian ulama klasik memang 

mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, terutama dalam konteks imamah kubra, 

berdasarkan interpretasi terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dan beberapa hadis tentang 

kepemimpinan perempuan. Akan tetapi, perkembangan pemikiran Islam kontemporer 

menunjukkan adanya ruang ijtihad yang lebih luas dengan menempatkan kompetensi, 

amanah, keadilan, dan kemampuan mewujudkan kemaslahatan sebagai indikator utama 

legitimasi kepemimpinan. Dengan demikian, legitimasi politik dalam Islam tidak semata-

mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas dan kemampuan seseorang 

dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. 

Pendekatan maqashid syariah memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam 

merekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan. Prinsip-prinsip maqashid syariah yang 

berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa 

tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dapat diterima sepanjang mampu 

menghadirkan keadilan, kesejahteraan, stabilitas sosial, serta kemanfaatan yang lebih besar 

bagi umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembatasan kepemimpinan berdasarkan 

gender semata tidak selalu sejalan dengan tujuan syariat apabila mengabaikan aspek 

kompetensi dan kemaslahatan publik. 
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Dalam perspektif hukum tata negara kontemporer, kepemimpinan perempuan memiliki 

legitimasi yang kuat melalui prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan persamaan hak warga 

negara di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional, 

termasuk CEDAW, menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik 

dan pemerintahan. Oleh karena itu, rekonstruksi kepemimpinan perempuan melalui 

pendekatan fikih siyasah dan maqashid syariah menunjukkan adanya titik temu antara nilai-

nilai Islam dan prinsip-prinsip ketatanegaraan modern. Penelitian ini menegaskan bahwa 

kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat dipandang sah dan legitim selama 

memenuhi prinsip amanah, keadilan, kompetensi, serta berorientasi pada kemaslahatan 

umum sebagai tujuan utama syariat dan penyelenggaraan pemerintahan. 
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